
Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2O24 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2O25, perlu menetapkan
Upah Minimum Kabupaten Mesuji Tahun 2025 dengan
Keputusan Gubemur l,ampung;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 lentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tat,un 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturari Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tatun 2O22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 202 I tentang
Perianiian Keria Waktu Tertentu, Alih Dava, Waktu Keria
dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Keq'a;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2O2l tentang
Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 5l Tahun 2023;

6. Peraturan Menteri Ketenagalerjaan Nomor 13 Tahun 2021

tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan
Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Ke{a
Dewan Pengupahan;

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024
tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025;

8. Peraturan Daerah Provinsi I-ampung Nomor 4 Tahun 2019

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi LamPung;

l. Keputusan Gubernur la'mpung Nomor :

G1571lv.o8/HK/2O2i tentang Penetapan KeangS,otaan

Dewan Pengupahan Provinsi t-ampung Tahun 2O2l-2O24;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 
"

G/'835/V.08/ HK/ 2024 tentang Penetapan Upah Minimum
Provinsi Lampung Tahun 2025;

- 
ioo.rs.+.r lSSggirv-16lMsJ/2024 hal Rekomendasi

Penetapan'Upah Minimum Kabupaten Mesuji Tahun 2025;

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAIY GUBERI{I'R LITMPUNG
NOMoR tCl Bq9 N.oatItiKl2u2,4

TEITTAITG

PENETAPAN T'PAH MIITIMT'M XABT'PATEN DIESUJI TAHUN 2025

GT'BERIIT'R II\MPUIYG,



2

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

4. Surat Dewan Pengupahan Provinsi l.ampung Nomor :

O7IDEPEPROVI2O24, Hal Hasil Perhitungan Nilai Upah
Minimum Kabupaten/Kota Lampung Selatan, lampung
Tengah, Way Kanan, Mesuji, la.mpung Utara, tampung
Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Bandar
Lampung dan Metro Tahun 2025;

5. Surat Dewan Pengupahan Provinsi l,ampung Nomor :

08/DEPEPROV/2024, Ha1 Permohonan Rekomendasi
Penetapan Nilai Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK)
Lampung Selatan, Way Kanan, Mesuji, Bandar Lampung
dan Metro Tahun 2025;

MEMITDUSKAIT:

KTPUTUSAI{ GT'BER![T'R TENTAITG PEI{Ef,APAN T'PAII
MIIfIIIIIM KABIIPATEIT MESU.,I TAIil'N 2025.
Menetapkan Upah Minimum Kabupaten Mesuji Tahun 2025
sebesar Rp. 3.092.O26r- (ttga Juta rembllan puluh dua rlbu
dua puluh enam ruplahf perbulan.
Besamya Upah Minimum Kabupaten Mesuji sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu hanya berlaku bagi peke{a
yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun.
Pengusaha/ perusahaan wajib menyusun dan menerapkan
struktur dan skala upah, yang menjadi pedoman upah bagi
pekerja/buruh dengan masa ke{a I (satu) tahun atau lebih.
Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah
Minimum Kabupaten Mesuji yang telah ditetapkan dalam
Keputusan ini.
Ketentuan Upah Minimum Kabupaten Mesuji sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu dikecualikan bagi Usaha Mikro
dan Usaha Kecil.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2025
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal D ^t - 2024

Pj. GUB G,

SUDIN

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Laopung di TelukbeturS;
4. Bupati Mesuji di Wiralaga MulYa;
S. Keiah Aaaan Kesatuan Bangsa dal Politik Daerah Provinsi.LamPung di Bandar l'ampung;

6. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi I.aopung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi LaEpunS di Telukb€tun8;
8. Kepala BPJS Ketenagakerjaan l,ampung di Bandar La.DPunS;

9. Keiua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

lo.Ketua Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Tingkat Prorrinsi Lampung;

1 1 . Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Lampung di Bandar Lampung'


